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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM. 40 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan 
penyempurnaan kelembagaan, dan mewujudkan 
kesesuaian jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil 
dengan kebutuhan beban kerja organisasi, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 
Pedoman Analisis Beban Kerja. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
92 Tahun 2011; 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan; 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 37 
Tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir 
Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 648); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN. 

Pasal 1  

Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan  merupakan 
pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian 
Perhubungan. 

Pasal 2  
Setiap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, baik Kantor Pusat 
maupun Unit Pelaksana Teknis wajib melaksanakan Analisis Beban Kerja. 

Pasal 3  

Pedoman Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Juni 2012 
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
E. E. MANGINDAAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juli 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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